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MOTTO 

 

ا   حٰهِ ۖ فَامِْسَاك ٌۢ بمَِعْشُوْفٍ اوَْ حَسْشِيْح ٌۢ باِحِْسَانٍ ۗ وَلََ يَحِوُّ ىَنُمْ انَْ حَأخُْزُوْا مِمَّ ًْْٔا ا الََِّ  انَْ اىَطَّلََقُ مَشَّ ََ  اٰحَْْخمُُىُْهَُّ 

ِ ۗ فَانِْ خِفْخمُْ 
ْْمَا حُذُوْدَ اّللّٰ ِ يَّخَافَا  الَََّ يقُِ ْْمَا افْخذََثْ بهِٖ ۗ حيِْلَ حُذُوْدُ اّللّٰ ِ ۙ فلَََ جُىَاحَ عَيَْْهِمَا فِ

ْْمَا حُذُوْدَ اّللّٰ الَََّ يقُِ

يِمُىْنَ 
ى ِلَ ُمُُ اىظّٰ

ٰۤ
ِ فَاوُىٰ

 فلَََ حَعْخذَُوَُْا ۚوَمَهْ يَّخَعَذَّ حُذُوْدَ اّللّٰ

Artinya : 

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan 

dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil 

kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya 

(suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-

hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan 

(oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 

kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka 

itulah orang-orang zalim. ( Q.S Al- Baqarah ayat 229) 
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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul tentang “Perceraian Sepihak ditinjau dari Perspektif 

Hukum Islam dan Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 

(Studi desa Bedaro Kecamatan Muko Muko Batin VII Kabupaten Bungo). 

Penelitian ini mengkaji tentang Penomena perceraian sepihak yang terjadi di 

desa Bedaro tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum 

Perceraian Sepihak yang dilakukan oleh masyarakat, Faktor penyebab 

terjadinya Serta Pandangan pandangan Masyarakat tentang penomena 

perceraian sepihak tersebut. Metode dalam penelitian ini Adalah Kualitatif 

tipe pendekatan Hukum empiris. Yang mengacu pada melihat hukum dalam 

artian yang nyata atau dapat dilakukan sebagai penelitian yang melihat 

bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dengan pendekatan penelitian 

kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan 

documentasi. Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti menarik beberapa 

kesimpulan Pertama Masyarakat Desa Bedaro 95 % melakukan percerain 

sepihak (di luar pengadilan), dengan alasan bahwa perceraian sepihak 

tersebut tidak ribet dan mudah. Jika suami mengucapkan “saya talak kamu”, 

maka pada waktu itu juga perceraian sudah sah walaupun menurut hukum 

perundang-undangan perceraian harus diucapkan di depan sidang 

pengadilan. Dewasa ini, Perceraian sepihak Tetap berlaku dan telah menjadi 

kebiasan  ditengah masyarakat karna adanya beberapa faktor diantaranya 

ialah, Faktor kebiasaan dari orang tua terdahulu sampai sekarang, Karna 

dinilainya Percraian sepihak lebih mudah dibandingkan perceraian di 

pengadilan yang memekan waktu dan biaya, dan tentunya juga tidak bias 

lepas dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Adapun 

ditengah masyarkat penomena perceraian sepihak ini bukanlah suatu yang 

aneh karena hampir seluruh dari masyarakat sampai detik ini melakukannya 

dan bahkan telah menyatu dalam ditengah kehidupan masyarakat pada 

umumnya. 

 

Kata kunci : Perceraian, Sepihak, Hukum Islam, Undang Undang  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad atau perjanjian yang 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta 

kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Jika kita membandingkan 

definisi ini dengan definisi dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan, pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip antara makna 

perkawinan menurut hukum Islam dan makna perkawinan menurut hukum. 

Karena menurut hukum definisi Pernikahan mengacu pada ikatan fisik dan 

mental antara laki-laki dan perempuan sebagai istri, dan tujuannya adalah 

untuk membangun keluarga (Rumah Tangga) bahagia dan kekal atas dasar 

ketuhanan.
1
 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

makhluk Allah. Semua makhluk diciptakan berpasang- pasangan dan berjodoh- 

jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni 

manusia. Dalam surat Al- Dzari’at ayat 49 dijelaskan yang Artinya : dan segala 

sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan 

kebesaran Allah.
2
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Manhaj yang digunakan dalam  pengambilan hukum pencatatan nikah ini 

adalah qiyas. Qiyas ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum 

ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan 

hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut 

“illat”.3  

Ketentuan perkawinan adalah memungkinkan manusia memiliki generasi 

dan hubungan yang sah, serta menjalani bahtera rumah tangga yang “sakinah 

mawaddah wa rahmah”. Di dunia ini dan di masa yang akan datang, di bawah 

naungan cinta dan kegembiraan yang sakral, terjalinlah keluarga yang bahagia. 

Kehidupan pernikahan yang langgeng adalah cita-cita yang diharapkan 

oleh semua pasangan yang menikah, karena pernikahan akan langgeng, begitu 

seterusnya, hingga akhir hayat, suami dan isteri diharapkan dapat membentuk 

keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, seperti yang diinginkan setiap 

pasangan dan sesuai oleh ajaran agama Islam. 

Keinginan setiap pasangan yang sudah menikah untuk mempertahankan 

keutuhan dalam membina rumah tangga selamanya, adalah untuk memperoleh 

kebahagiaan, tetapi di sisi lain pertengkaran sering kali  menjadi benih 

perpecahan.  

Justru manusia belum lepas dari berbagai pengaruh serta gangguan 

destriktif  yang secara alamiah terjadi dalam kehidupan pasangan saat terjadi 

perpecahan, maka ikatan keluarga sering dipengaruhi oleh bermacam keadaan 

jelek, mulai dari suka menuduh, saling menjahui dan melukai, pun melakukan 
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perbuatatan yang bersifat kekerasan maupun menggunakan kata-kata  yang 

tidak pantas dan terkadang kasar.  

Seringkali pasangan suami dan istri menganggap perceraian adalah cara 

terakhir dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga, karena perceraian akan 

memungkinkannya mencapai setiap keinginan dari kehidupan keluarga 

sebelumnya. 

Untuk mengekang perkawinan umat Islam, pemerintah Indonesia telah 

memberlakukan undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perceraian 

yang menjelaskan bahwa cerai hanya bisa dilaksanakan dihadapan pengadilan 

agama. 

Seperti halnya dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Pasal 39 Ayat 1, 

dijelaskan bahwasannya perceraian hanya dapat dilaksanakan di dalam sidang 

pengadilan, setelah pelaksanaan  pengadilan tersebut berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak dan tidak berhasil.
4
 

Pengadilan adalah lembaga yang menyelesaikan masalah perdata antar 

umat Islam dan bahkan umat atau agama lainya (termasuk masalah perceraian). 

Dalam hal ini perceraian harus diajukan ke pengadilan agama.
5
 

Tentunya keadaannya tidak sama dengan perceraian sebelum Undang-

undang No. 16 Tahun 2019, dan sangat menekankan pada kuasa sepihak, yaitu 

pihak laki laki, maka dari itu hal ini dicegah. Karena keputusan ini hanya ada 

di tangan suami, namun terkadang istri akan berinisiatif untuk bercerai melalui 

idenya sendiri, hal ini dilakukan agar tidak terjadi keswenangan laki laki. Tentu 
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2000), hlm. 29. 
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saja, didalam kasus perceraian, harus punya alasan yang tepat untuk 

menggunakannya sebagai alasan cerai. 

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pakar, yakni Sudarsono, 

mengatakan untuk bercerai harus ada alasan yang cukup. Pasangan tidak 

bisa hidup rukun sebagai suami dan istri. Penjelasan tersebut menunjukkan 

ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar perceraian: 

a. salah satu pihak dihukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat 

setelah perkawinan berlangsung. 

b. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

menyebabkan bahaya terhadap pihak lain. 

c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan 

tidak dapatnya menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri. 

d. Antara suami dan istri terus terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang tidak ada harapan akan rukun dalam bahtera rumah tangga.
6
 

Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya, jika suami 

berkeinginan menceraikan istrinya, mesti melalui jalur hukum yang 

ditempuh melalui gugatan permohonan ke Pengadilan Agama berdasarkan 

Pasal 66 ayat 1 dan pasal 67 huruf a, dalam perkara cerai talaq bisa 

dilakukan secara sepihak.
7
 

Seperti halnya masyarakat Desa Bedaro, Kecamatan Muko muko batin 

VII, Kabupaten Bungo. ketika di antara mereka ada yang becerai mereka 

                                                             
6
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hanya lewat surat (tulisan), bukan hanya itu saja, ada beberapa masyarakat 

Desa Bedaro yang ingin bercerai hanya cukup mengucapkan kata cerai secara 

lisan saja.. Cara mereka melakukan ini dianggap bercerai yang sah akan tetapi 

jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka perceraian 

tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 39 

ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan 

nikah, talaq dan rujuk, perceraian hanya bisa dilakukan pada saat sidang 

pengadilan.
8
 

Adanya perceraian di luar pengadilan banyak mendatangkan mudharat 

dibandingkan dengan maslahatya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak 

hak dari mantan istri dan anak, bahkan mirisnya setelah perceraian tersebut 

suami langsung meninggalkan istrinya dan memilih untuk menikah lagi. 

Memulai kehidupan baru dengan istri baru tanpa memikirkan nasib mantan 

istri dan anaknya. Padahal perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku 

perceraian diluar pengadilan tersebut tidak dapat melakukan nikah 

selanjutnya secara sah menurut hukum negara.
9
 

Perceraian Sepihak juga terjadi di Desa Bedaro Kecamatan Muko- 

Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, Perceraian Sepihak sudah menjadi hal 

yang biasa dan sampai sekarang hal itu masih saja dilakukan. Karena 

masyarakat kebanyakan menganggap perceraian Sepihak sah menurut hukum 

                                                             
8
 Abdurahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, (Jakarta:  

Akademik Presindo, 1986), Cet Ke-1, hlm.144. 
9
Mizzatul Izzah, Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan 

Agama Di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,(Insitut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015) hal 9-10 
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Islam, tanpa memandang kepada Undang- Undang perkawinan yang telah 

tetapkan  oleh pemerinatah.  

Pada awalnya survey saya , M Thohirin Ak selaku Kepala Desa Bedaro 

mengatakan mengenai permasalahan perceraian yang dilakukan oleh 

masyarakat secara sepihak ini udah menjadi hal yang biasa dan juga lumrah 

dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Dan untuk merubah itu semua 

sangat lah sulit, karena tradisi ini udah berjalan puluhan tahun dari 

masyarakat sebelumnya. Tradisi ini udah mendarah daging dikalangan 

masyarakat dan tradisi perceraian Sepihak tidak menjadi bahan gunjingan dan 

bahan omongan lagi. 
10

 

Berdasarkan wawancara dengan ustadz Subki S.Pd.I yang menjabat 

sebagai tokoh masyarakat di Desa Bedaro juga sekarang beliau menjadi  

Ustadz di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah yang bertempat di desa Pekan 

Jum’at, beliau menerangkan bahwa alasan kebanyakan masyarakat 

melakukan perceraian sepihak karna ini telah menjadi kebiasan masyarakat 

desa Bedaro juga merupakan altrnatif yang mudah untuk menyelesaikan 

masalah dan kalau di persenkan 95 % masyarakat di desa Bedaro melakukan 

perceraian Sepihak.
11

 

Sholihan sebagai pelaku perceraian Sepihak menjelaskan bahwa 

perceraian di Sepihak lebih mudah dan tidak banyak itu ini 

dibandingkan perceraian di pengadilan. Untuk melakukan pernikahan 

                                                             
10

 Wawancara dengan  M Thohirin sebagai  kepala Desa Bedaro pada hari  Minggu 03 

Oktober 2021 pukul 08.15 
11

 Wawancara dengan Ustadz Subki, sebagai tokoh masyarakat pada hari sabtu 02 

Oktober 2021 pukul 16.30   
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selanjutnya dia hanya menggunakan surat cerai dari Kantor Rio sebagai 

buktinya.
12

 Kenapa demikian? Apa hukum perceraian Sepihak yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro? Apa faktor penyebab 

terjadinya perceraian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Bedaro? Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bedaro  tentang 

perceraian sepihak? 

Melihat beberapa permasalahan di atas itulah yang menarik 

perhatian penulis serta menjadi alasan penulis untuk meneliti tentang 

“Perceraian Sepihak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di 

Desa Bedaro, Kecamatan Muko muko Batin VII, Kabupaten 

Bungo)”. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan 

sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian sepihak yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Bedaro? 

2. Apa hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Bedaro? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan 

perceraian sepihak? 
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C. Batasan Masalah. 

Mengingat begitu luasnya pembahasan terkait permasalahan   

seputar Hukum Perceraian Sepihak, dan untuk menghindari 

kesalahpahaman, penulis berpendapat bahwa perlu membatasi masalah  

yang akan dikaji. Pembahasan penelitian ini akan dibatasi seputar hukum 

perceraian sepihak tentang pencatatan nikah, talaq dan rujuk, perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
13

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian.  

Tujuan utama penulisan proposal skripsi ini adalah untuk 

menjawab tiga pertanyaan rumusan masalah di atas:  

a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Bedaro 

terkait  tentang perceraian sepihak. 

b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya 

perceraian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat desa Bedaro. 

c. Untuk mengetahui apa hukum perceraian sepihak yang dilakukan 

oleh masyarakat desa Bedaro. 

2. Kegunaa Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Keluarga 
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 Lexy Maelong j, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:  PT. Remaja Rosda 

Karya,2002),cet ke-1, hlm. 3.  
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Islam tentang perceraian sepihak.  

b. Diharapkan dapat menjadi bahan refrensi bagi mahasiswa 

Fakultas Syariah dan mahasiswa yang mengambil Jurusan 

Hukum Keluarga. Dan bagi masyarakat. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara 

yang menyangkut masalah perceraian sepihak. 

3. Secara Akademis. 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-I) di Univesitas 

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

E. Kerangka Teori 

Adapun kerangka teori yang peneliti jadikan landasan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Teori Fenomenologi  

Teori Fenomelogi menempati kedudukan sentral dalam 

perkembangan metodologi penelitian kualitatif. Persfektif ini 

mengarahkan apa yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya, 

bagaimana melakukan kegiatan dalam situasi penelitian dan 

bagaimana peneliti menafsirkan beragam informasi yang telah digali 

dan dicatat semuanya sangat tergantung pada persfektif teoritis yang 

digunakan. Fenomenologi memandang prilaku manusia, apa yang 
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mereka katakan dan apa yang mereka lakukan adalah sebagai suatu 

produk dari bagaimana orang melakukan tafsir terhadap dunia 

mereka sendiri. Dengan demikian, persfektif fenomenologi adalah 

dalam rangka menangkap prilaku seorang peneliti yang berusaha 

untuk melihat segalanya dari pandangan orang yang terlibat dalam 

situasi yang menjadi sasaran studinya tersebut.
14

 

b. Teori Kesadaran Hukum 

Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum adalah seluruh 

komplek kesediaan warga masyarakt untuk berprilaku sesuai dengan 

keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan 

memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan 

segala prilakunya kepada ketentuan hukum perundang- undangan 

negara yang berlaku. 
15

 

Kesadaran warga negara Indonesia pada hukum yang tinggi, 

menyebabkan masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran masyarakat 

pada hukum rendah, maka derajat dan tingkat kepatuhan pada hukum 

juga rendah. 

Peningkatan atas kesadaran hukum semestinya dilakukan melalui 

penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar 

perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar 
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 Prof Dr Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung, 

Alfabeta, 2016)  
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 Iwan Zainul Fuad, Kesadaran Hukum Pengusaha kecil di Bidang Pangan Dalam 

Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal, Semarang, Program 

Pasca Sarjana Universitas Diponogoro, 2010  
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masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. 

Penerapan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan 

masalah-masalah hukum yang ada. 

Menurut Prof Soerjano Soekanto indicator kesadaran hukum 

meliputi : 

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan sesorang 

akan hukum baik itu hukum secara tertulis maupun hukum secara 

tidak tertulis. Prilaku tersebut menyangkut prilaku yang dilarang 

maupun yang diperbolehkan oleh hukum.  

Pemahaman tentang hukum yang membuat masyarakat mengerti 

dan paham mengenai aturan-aturan yang telah ditentukan. Contoh 

nya paham dan mengerti akan tujuan manfaat serta isi dari undang-

unang yang telah ditetapkan. 

Sikap terhadap hukum yang terlihat dari cara masyarakat 

menerima atau tidak nya hukum yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Prilaku hukum bisa dilihat dari sejauh mana hukum itu diterapkan 

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika peraturan tersebut 

diterapkan seberapa banyak masyarakat yang taat akan aturan hukum 

tersebut. 

c. Teori Living Law 

Teori yang didasarkan pada kerangka teori hukum sebagai 

proyek. Teori hukum sebagai proyek adalah suatu penggambaran 
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baahwa hukum itu harus dinamis. Hukum yang demikaian merupakan 

suatu yang harus diwujudkan untuk mencapai keadilan dan legitimasi 

menuju ke hukum yang optimal, yang beroriantasi pada nilai-nilai 

dan asas hukum sebagai ukuran untuk praktik hukum.
16

 

a. Perceraian. 

Perceraian ialah penghapusan  pernikahan oleh keputusan 

pengadilan dengan tuntutan pihak suami atau istri di dalam 

pernikahan.
17

 Menurut hukum Islam perceraian dikenal juga 

dengan kata lain Talaq. Secara bahasa perceraian yaitu  antara 

pasangan suami istri atau putusnya hubungan pernikahan.
18

 

Adapun secara istilah adalah putusnya hubungan pernikahan atau 

lepasnya hubungan pernikahan dalam bahtera rumah tangga 

dengan melafadzkan  kata talaq untuk sang istri. 

b. Perceraian menurut hukum islam. 

Perceraian munurut Hukum Islam terdapat dalam pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam yaitu: perceraian hanya dapat dilakukan 

di dalam sidang pengadilan agama, setelah pengadilan tersebut 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  

Kemudiaan menurut Pasal 117 kompilasi hukum Islam talaq 

adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang 

menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.  

c. Perceraian Menurut Undang-undang, No 16 Tahun 2019 Tentang 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 87. 
17

 Subekti, Pokok-Poko Hukum Perdata, (Jakarta: Inter Masa,1995), Cet Ke-27, hlm. 42. 
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Perkawinan. 

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tentang masalah 

perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga 

yang sakinah mawaddah wa rahmah di dunia masa depan atas dasar 

ketuhanan, akan tetapi nyatanya Perkawinan tersebut seringkali 

terdampar di tengah jalan yang menyebabkan gagalnya perkawinan, 

terkadang karena kematian akibat perceraian atau karena keputusan 

pengadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum. 

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan menjelaskan hubungan 

perkawinan bisa hilang disebabkan: 

a. Kematian  

b. Perceraian 

c. Dan keputusan pengadilan.
19

 

F. Tinjauan Pustaka 

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, melalui beberapa makalah 

sebelumnya untuk mengetahui apa saja yang dipelajari serta kelebihan dan 

kekurangan dari makalah sebelumnya. 

Dari beberapa dokumen di Perpustakaan Syariah, penulis 

membandingkannya dengan kasus perceraian. 

berikut judul-judul skripsi itu adalah: 

1. Herdianto dengan judul Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan akibat Suami Berselingkuh tahun 2005.  

                                                             
19

 Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab UUD Hukum Perdata,(Jakarta, PT Pradnya 

Paramita,2007), Cet-38, hlm. 549 
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Skripsi ini membahas tentang konsep perceraian, perceraian yang 

disebabkan oleh perselingkuhan. faktor utama terjadinya 

perselingkuhan, dan bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama 

menjelaskan proses perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan. Dalam putusannya, majelis hakim 

memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon, yaitu 

terjadinya pertengkaran terus menerus akibat perselingkuhan suami. 

Oleh karena itu, hakim mengabulkan perceraian penggugat melalui 

Verstek, karena memang penggugat tidak pernah hadir walaupun 

dipanggil secara patut.
20

 

2. Muhammad Lutfi dengan judul “Penyebab Perceraian pada 

Pasangan Dini” (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan). 

Tulisan ini membahas tentang pengertian perceraian, factor-faktor 

penyebab Perceraian, problema pasangan dini, pernikahan ideal 

menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019, pernikahan ideal 

menurut hukum islam, pemyebab perceraian pasangan dini, dan 

analisis putusan pengadilan agama Jakarta selatan.  

Terdapat perceraian akibat pernikahan dini melalui cerai talak dan 

cerai gugat dan pasngan dini yang dimakasud adalah pasangan yang 

baru menikah kurang lebih selama 3 tahun, tetapi sudah bercerai 

yang dilakukan di pengadilan agama Jakarta selatan. Analisis data 

                                                             
20 Herdianto. Perceraian karena perselingkuhan studi kasus pada pengadilan 

agama Jakarta selatan. (Skripsi S1 fakultas syariah dan hukum, universitas islam negri 

syarif hidyatullah Jakarta, 2007), hlm 6 
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perceraian  diawal dari perselisihan yang sulit dihadapi dan tidak 

ada keinginan kuat untuk menuju rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warahmah. Karena masalah yag timbul disebabkan oleh 

masalah ekonomi, penganiayaan, cemburu, isteri tidak patuh, isteri 

keluar tanpa izin, selingkuh, dan murtad.
21

 

3. Muhammad Yalis Shokhib yang berjudul, Sanksi hukum terhadap 

talaq diluar Pengadilan Agama. Dalam hal ini, menurut akademisi 

hukum Islam sanksi bagi pelaku talaq diluar Pengadilan Agama 

adalah sebagai penguat Undang- Undang dan juga sebagai penguat 

norma hukum. Dalam hal ini sanksi yang diberikan adalah sanksi 

hukum yaitu talaq di luar Pengadilan Agama dainggap tidak sah 

dimata hukum, maka perceraian harus didaptarkan di Pengadilan 

Agama karena dapat memberikan kepastian hukum  dan Pengadilan 

menerbitkan akta cerai yang dapat digunakan untuk melakukan 

pernikahan yang baru secara resmi menurut hukum Islam dan 

hukum positif
22

 

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang di atas, saya meneliti 

tentang penerapan Undang- Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perceraian 

di sepihak yang kebanyakan dilakukan  oleh masyarakat di Desa Bedaro  

tanpa melibatkan Pengadilan Agama. Perceraian sepihak sudah lazim 

menurut pandangan masyarakat dan tidak tabu lagi . Disamping itu dalam 

                                                             
21

 Muhammad Lutfi, Penyebab Perceraian Pada Pasangan Dini; Studi Kasus Pada 

Peradilan Agama Jakarta Selatan, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007). 
22

 Muhammad yalis shokhib, sanksi hukum terhadap talak di luar pengadilan agama,( 

Skripsi S 1 Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, Malang). 
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penelitian ini nanti akan diberikan saran agar Undang-Undang ditaati dan 

bagaimana cara mengatasi perceraian yang banyak terjadi menyimpang 

dari prosedur dan proses yang udah ditetapkan dan dirancang oleh 

pemerintah 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam 

pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam 

bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.23 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian iini adalah jenis 

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian 

hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau 

dapat dikatakan sebagai penelitian yang melihat atau meneliti bagaimana 

bekerjanya hukum di masyarakat.
24

 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan 

yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi yaitu suatu pendekatan 

dengan masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang- 

                                                             
23

 Mardelis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24.  
24

 Sayuti, Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari’ah dan Hukum, (Jambi, Fakultas 

Syari’ah UIN STS Jambi, 2020), hal. 43 
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undangan, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya yang berlaku sebagai 

hukum positif di indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup 

bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai negara yang taat hukum . 

3. Tempat dan waktu penelitian 

a. Tempat penelitian 

   Tempat penelitian iini dilakukan di Desa Bedaro Kecamatan 

Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, dengan mempertimbangkan 

banyak hal agar data yang di butuhkan dapat di ambil dengan mudah 

tanpa mengeluarkan banyak biaya 

b. Waktu penelitian 

Penelitian iini dimulai dari tanggal 18 Oktober 2021 – 18 Januari 2022 

H. Jenis dan sumber data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi iini terdiri dari 

dua data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang 

diproleh peneliti langsung dari masyarakat melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan alat lainnya tanpa ada perantara. 

Sedangkan data sekunder  adalah data yang di proleh dengan 

melakukan studi kepustakaan yakni dengan melakukan serangkaian 

kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku- buku dan menelaah 

Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

b. Sumber data 
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Sumber data dari penelitian iini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Yang termasuk sumber data primer adalah data yang diproleh 

dari hasil wawancara dari sejumlah responder. Sedangkan sumber data 

sekunder diproleh dari hasil penelitian perpustakaan berupa buku-buku, 

skripsi, kamus dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

I. Unit analisi data 

Unit analisis data dari penelitian ini adalah masyarakat Desa 

Bedaro yang pernah melakukan perceraian sepihak. Namun dikarenakan 

terlalu banyak pelaku perceraian di bawah tangan di Desa Bedaro,  maka 

penulis mengambil 9 sample untuk di wawancara mewakili banyaknya 

pelaku perceraian sepihak tersebut 

 

Tabel I. Biografi informan
25

 

No Nama Umur Pekerjaan Pendidikan terakhir Mantan 

1. Sholihan 27 Petani SMA Khadijah 

2. Bujang 35 Sopir Truk SMP Linda wati 

3. M.Husin 36 Petani SD Azizah 

4. Amma 26 Petani SMP Rohmatun 

5. Sukri 42 Petani SD Zaitah 

6. Saiful 27 Petani SMA Darma 

7. Romadhon 31 Petani SMP Vera 

8. Faizan 26 Petani SMA Mila 

                                                             
25

Survey lapangan oleh peneliti pada hari Kamis 20 Oktober 2021 Pukul 09.30 
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9. Mashadi 33 Petani SMP Pitri 

 

J. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data.
26

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

a. Observasi  

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan 

pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika 

seseorang yakni pewawancara- mengajukan pertanyaan – pertanyaan 

yang dirancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan 

dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, 

(baik normative maupun yang sosiologi), karena penelitian hukum 

selalu bertolak dari premis normative 

K. Teknik analisis data  

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 

kualitatif dengan cara menguraikan data dengan kalimat secara sistematis, 

                                                             
26

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi,(Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 37 
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beruntun dan tidak terjadi tumpang tindih sehingga mudah dipahami. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
27

. Jika dijelaskan 

adalah sebagai berikut. 

1. Redukasi data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan langsung dan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu perlu di catat dengan detail dan teliti, analisis data melalui 

redukasi data berarti merangkum data dan mengambil yang penting dan 

membuang yang tidak penting.
28

Redukasi data berarti pemusatan penelitian 

dengan menyederhanakan data yang di peroleh. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data atau display adalah pendiskripsian sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Pengumpulan data dapat juga berbentuk matriks, 

grafis, jaringan dan juga bagan.Semuanya di rancang untuk menggabungkan 

informasi tersususun dalam bentuk yang mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi) 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir 

penelitian kualitatif.Penelitian iini harus sampai pada kesimpulan yang 

disepakati oleh subjek penelitian.  

L. Sistematika penulisan  

                                                             
27

 Sayuti, Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syari’ah dan Hukum, ..... hal 65 
28

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D),(Bandung: Al-faberta, 2016),  Hal. 338  
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Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas lima 

bab, dan setiap babnya terdiri dari sub- sub bab. Masing- masing bab 

membahas permasalahan tersendiri tetapi tetap berkaitan antara sub bab dengan 

bab berikutnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangaka teori, 

tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, berisi materi tentang pengertian perceraian sepihak ditinjau dari 

perspektif hukum Islam dan Undang undang no 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan 

Bab ketiga,  dalam bab iini menjelaskan gambaran umum loksi penelitian yang 

terdiri dari aspek geografis, aspek demografis dan aspek pemerintahan. 

Bab keempat, yaitu bab akhir dari pembahasan masalah pokok dan analisis 

berikutnya: skripsiiini  membahas tentang Apa hukum perceraian yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro serta faktor penyebab terjadinya 

perceraian dan Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bedaro  tentang 

perceraian sepihak tersebut. 

Bab kelima adalah penutup. Dalam penulisan hasil penelitian iini terdiri dari 

kesimpulan hasil penulisan skripsi , saran- saran dan penutup  

M. Jadwal Penelitian 

Dalam menyusun skripsi iini, maka dijadwalkan langkah-langkah yang 

harus dilalui , adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut 

Tabel.I Jadwal Penelitian  
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No 

 

Kegiatan 

 

O
k

to
b

er  

N
o
v
em

b
er 

D
esem

b
er

 

J
a
n

u
a
ri 

 

1. Surat izin Riset X        

2. Pengumpulan Data   X      

3. Pengelolaan Dan Ananlisis Data    X     

4. Bimbingan dan Perbaikan Skripsi     X    

5. Agenda Dan Ujian Skripsi       X  

6. Perbaikan  dan penjilidan        X 
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BAB II 

PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 

 

A. Pengertian perceraian  menurut Hukum Islam dan Undang undang 

1. pengertian perceraian menurut Undang-Undang  

  Perceraian adalah salah satu langkah urgent yang dilalui oleh para 

pihak untuk mengakhiri perkawinan. Akibat dari pemutusan tersebut dapat 

berasal dari suami maupun dari istri atas dasar pertimbangan yang jelas. 

Selain itu, tuntutan dari akibar perceraian adalah terputusnya hak. Dalam 

Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 41 berbunyi ”akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
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perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan 

keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut 

c. Pengadilan dapat mewajiban kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 

istri.
29

 

2. Pengertian perceraian menurut hukum islam 

  Talak dalam istilah fiqih disebutkan dengan perceraian atau furqah. 

Kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan furqah 

berarti bercerai. Kedua istilah tersebut oleh ahli fiqih diartikan sebagai 

perceraian suami istri. Sedangkan perceraian berasala dari kata dasar cerai 

yang berarti pisah dan talak. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan suami 

istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.
30

 Dalam 

kitab kifayatul akhyar talak  sebuah nama untuk melepaskan ikatan 

perkawinan dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang 

menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.  

3. Pengertian perceraian Sepihak 

                                                             
29

 Lihat Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 41 
30

 Devi Yulianti, Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak 

Dengan Putusan Verstek, (Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.5, No. 2, November 2020) hal. 6 
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 Perceraian adalah suatu pemutusan perkawinan oleh suami terhadap 

isterinya hanya dengan melalui surat atau bahkan hanya dengan mengucap 

secara lisan saja. 

Dasar hukum perceraian  

1. Dasar hukum perceraian menurut Undang-Undang 

  Dasar hukum perceraian menurut Undang-Undang terdapat dalam 

Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 39 yang berbunyi: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamikan 

kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami 

dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.
31

 

 Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa jika ingin melakukan perceraian 

harus ada alasan yang kongrit dan hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan, namun sebelum diputuskan di depan sidang pengadilan majlis 

hakim terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jika jalan 

perdamai tidak ditemukan maka jatuh perceraian pada waktu itu juga. Dalam 

Undang-Undang di atas juga disebutkan bahwa alasan –alasan yang dapat 

dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut: 

                                                             
31

 Lihat Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang perceraian di bawah tangan 
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1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan 

2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua ) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alsan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lainnya. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri 

6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

2. Dasar hukum perceraian menurut hukum Islam 

  Dalam hukum Islam, perceraian tidak ada larangan yang mutlak 

karena perceraian bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun selagi tidak 

ditemukan jalan perdamian maka jalan yang terbaik adalah perceraian. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-nisa’ayat 128 yang berbunyi: 

ْْش    يْحُ خَ ا وَاىصُّ ْْىهَمَُا صُيْح  ْْهِمَا أنَْ يصُْيِحَا بَ ا فلَََ جُىَاحَ عَيَ ا أوَْ إعِْشَاض  وَإنِِ امْشَأةَ  خَافَجْ مِهْ بَعْيهِاَ وشُُىص 

َ مَانَ بِمَا حعَْمَيىُنَ خَبِْش  ا حَّ وَإنِْ ححُْسِىىُا وَحخََّقىُا فَإنَِّ اللَّّ   وَأحُْضِشَثِ الَْْوْفسُُ اىشُّ

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian 



 

27 
 

itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 

tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
32

 

 Jika diamati aturan-aturan perceraian dalam hukum islam terkesan seolah 

memberikan aturan yang longgar dan bahkan memberikan peluang kepada 

suami untuk menceraikan isterinya. Maka untuk mencegah maraknya terjadi 

perceraian pemerintah membuat aturan perceraian yang hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun perceraian bukannya menurun 

dan bahkan tergolong meningkat dengan adanya perceraian di bawah tangan 

yang dilakukan masyarakat tanpa melibatkan pengadilan agama.  

B. Macam-macam perceraian 

1. Macam-macam perceraian menurut Undang-Undang 

   Ada dua macam perceraian, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak 

adalah perceraian yang dilakukan olah umat yang beragama Islam dengan 

dijatuhkannya talak oleh suami terhadap iistrinya. Sedangkan cerai gugat 

adalah cerai yang dilakukan oleh iistri dengan mengajukan gugatan cerai 

ke pengadilan agama dengan disertai alasan-alasan yang dibenarkan dalam 

Undang-Undang. 

2. Macam-macam perceraian menurut hukum Islam 

 Dalam hukum Islam talak terbagi dua talak raj’i dan talak ba’in. 

Talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, dan 

suami boleh kembali rujuk selama masih ada masa iddah. Sedangkan 

                                                             
32 Q.S An Nisa (4) : 128 



 

28 
 

talak ba’in adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mengakibatkan 

hilangnya hak bagi bekas suami untuk rujuk kembali kepada bekas 

istrinya atau dikebal dengan sebutan talak tiga. Sebagaiman Allah 

berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi: 

ا  حُىُهَُّ بمَِعْشُوفٍ  ۚ وَلََ حمُْسِنُىُهَُّ ضِشَاس  وَإرَِا طيََّقْخمُُ ٱىىِّسَا ءَ فَبيََغْهَ أجََيَههَُّ فأَمَْسِنُىُهَُّ بمَِعْشُوفٍ أوَْ سَشِّ

ْْنُمْ وَمَا   ِ عَيَ ا ۚ وَٱرْمُشُوا۟  وِعْمَجَ ٱللََّّ ِ ُضُُو  جِ ٱللََّّ ا۟ ءَايَٰ ىلَِ فَقذَْ ظيَمََ وَفْسَهُۥ ۚ وَلََ حخََّخِزُو 
ىِّخَعْخذَُوا۟ ۚ وَمَه يفَْعَوْ رَٰ

ىْءٍ عَيِْم   ََ َ بِنُوِّ  ا۟ أنََّ ٱللََّّ َ وَٱعْيَمُى  بِ وَٱىْحِنْمَتِ يَعِظنُُم بِ هِۦ ۚ وَٱحَّقىُا۟ ٱللََّّ
هَ ٱىْنِخَٰ ْْنُم مِّ  أوَضَهَ عَيَ

   

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga 

Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang 

lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya 

(bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada 

kaum yang (mau) mengetahui.
33

 

 Talak ba’in terdiri dari dua macam yaitu talak ba’in sughra dan 

talak ba’in kubro. 

a. Talak ba’in sughro 

  Talak ba’in sughra adalah talak yang berakibat hilangnya 

hak bagi bekas suami untuk merujuk bekas istri, harus dengan akad 

nikah baru serta memenuhi syarat dan huku  nikah sebagaimana 

mestinya. Yng tergolong talak ba’in sughra adalah 

1) Talak raj’i yang telah habis masa iddahnya 

2) Talak yang dijatuhkan sebab khulu’ 

                                                             
33 Q.S Al Baqharah (2) : 230 
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3) Talak yang dijatuhkan dengan sebab fasakh 

4) Talak yang dijatuhkan oleh suami sebelum keduanya melakukan 

persetubuhan dalam masa perkawinan. 

b. Talak ba’in kubro 

Talak ba’in kubro adalah talak ba’in yang mengakibatkan tertutupnya 

hak bekas suami istrinya, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. 

Adapaun syarat ba’in kubro untuk bisa kembali kepada bekas istrinya 

adalah : 

1) bekas istri telah kawin dengan orang lain atas kehendaknya 

sendiri, tanpa ada perjanjian antara suami pertama dengan laki-

laki yang mengawini bekas istrinya 

2) Telah berlangsung sebagai suami istri dengan laki-laki kedua 

tersebut dan telah mengadakan persetubuhan 

3) Telah bercerain dan habis masa iddahnya dengan suami kedua 

4) Bekas istrinya itu boleh kawin dengan perkawinan yang baru, 

yaitu dengan adanya mahar, wali, dua orang saksi dan ijab kobul. 
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BAB iIII 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Aspek geografis 

Secara geografis objek penelitian iini terletak di Desa Bedaro Kecamatan 

Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo. Adapun batasan-batasan desa 

Bedaro sebagai berikut 

 Sebelah timur: Desa Baru Pusat Jalo 

 Sebelah barat : Desa Pekan Jum’at (proyek) 

 Sebelah selatan  : hutan 

 Sebelah utara: Desa Datar 

B. Aspek Demografis 

1. Keadaan penduduk 
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Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo 

memiliki beberapa kampung diantaranya adalah Kampung Bedaro Ilir, 

Kampung Bedaro Ulu, Bedaro Seberang,  Polak Tinggal, Pasar Bedaro, dan 

yang terakhir Panti/Pekir. Dari beberapa kampung iini masyarakat Desa 

Bedaro  terdiri dari kurang lebih 3. 817 jiwa dan Desa iini menjadi Desa 

yang paling banyak penduduk di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII 

sampai saat sekarang
34

 

2. Mata Pencaharian Penduduk 

Penduduk Desa Bedaro memiliki beberapa mata pencaharian untuk 

bertahan hidup, diantaranya sebagai berikut: 

Tebel .III Mata Pencaharian Penduduk
35

 

No Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

1. Petani 80% 80% 

2. Pns 3% 2% 

3. Dokter _ 5% 

4. Buruh 5% _ 

5. Dompeng 5% _ 

6. Pedagang _ 5% 

                                                             
34

Dokumentasi Desa Bedaro di ambil pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 09. 30 
35

Dokumentasi Desa Bedaro di ambil pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 09. 30 



 

32 
 

7. 

 

Honorer 5% 5% 

8. Bidan swasta 2% 3% 

  

3. Pendidikan 

Desa Bedaro merupakan desa yang tidak hanya mendidik generasi 

penerus bangsa hanya dari ilmu umumnya saja, tetapi tidak lupa juga 

dengan Ilmu agama. Adapun pendidikan yang ada di desa Bedaro antara 

lain sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel IV Pendidikan di Desa Bedaro
36

 

No Nama Jumlah Status Terakreditasi 

1. TK 30 orang Swasta 

2. SD 420 orang Terakreditasi 

3. SMP 10 orang Terakreditasi 

4. SMA 122 orang Swasta 

5. Pesantren 530 orang Swasta 
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6. Madrasah 330 orang Swasta 

 

Setelah paginya sekolah di SD atau pun MIS, lanjutkan siangnya  untuk 

belajar di Madrasah yang keseluruhan tentang agama,  dan iini udah menjadi 

makanan sehari-hari bagi anak- anak. Adapun tenaga pelajar di madrasah 

adalah keseluruhannya terdiri dari penduduk Desa Bedaro yang memang udah 

berpengalaman mengajar anak-anak.   

Tidak ketinggalan pula, pada malam harinya anak-anak pun masih 

belajar mengaji Al-Qur’an di tempat nya masing-masing. Walaupun jadwal 

nya padat, namun anak-anak  di Desa iini menjalaninya dengan penuh suka 

cita dan sangat  terlihat sekali mereka sangat menikmati pembelajaran di 

masa dini. Tempat mengaji Al-Qur’an pada malam hari bukan seperti tempat 

belajar SD, MIS ataupun Madrasah, tetapi tempatnya merupakan rumah salah 

satu penduduk di desa, Ini sudah menjadi tradisi di Desa iini dan sampai 

sekarang masih dijalankan. 

Jadwal anak-anak mengaji hampir setiap malam kecuali malam jum’at. 

Malam jum’at menjadi malam yang paling bahagia bagi anak-anak di 

kampung iini, karena bukan hanya malam libur mengaji tetapi mereka bisa 

main-main dengan puas bersama kawan-kawan yang lain. 

4. Sarana kesehatan 

Di desa iini, terdapat puskesmas yang terletak di Pasar Desa 

Bedaro, namun seiring berjalannya waktu, puskesmas iini tutup dan 

sampai sekarang tidak di gunakankan lagi sarana kesehatan disana.Tetapi 
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ketika penduduk desa iini sakit, terdapat rumah penduduk yang membuka 

jasa kesehatan, disana terdapat berbagai macam obat-obatan yang di 

butuhkan penduduk sehingga penduduk tidak susah lagi ke kota untuk 

membeli obat. 

disamping itu, masyarakat Desa Bedaro masih mempercayai obat-obat 

tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa 

bergantung sepenuhnya kepada obat-obatan yang medis. 

5. Sarana olahraga 

Dalam bidang olahraga, ada beberapa lapangan yang sering 

digunakanmasyarakat desa Bedaro untuk berolahraga, diantaranya adalah: 

 

Table. VI Sarana Olahraga
37

 

No Sarana Olahraga Jumlah 

1. Lapangan bola kaki 2 

2. Lapangan badminton 2 

3. Lapangan basket - 

4. Lapangan Volly 1 

 

6. Agama. 

                                                             
37

Survey lapangan oleh Peneliti pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Pukul 10.00 



 

35 
 

Desa Bedaro Kecamatan Muko Bathin VII Kabupaten merupakan 

sebuah desa yang menjunjung tinggi nilai agama dan sangat berpegang 

teguh pada ilmu agama. Sampai-sampai desa iini di gelar dengan sebutan 

Mekah Kecik, namun tidak dapat dipastikan juga kapan gelar iini 

diberikan kepada masyarakat Bedaro.Yang pasti cerita iini udah menjadi 

turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu.Mekah Kecik diberikan 

karna Desa iini sangat menjunjung syari’at Islam dengan penuh keta’atan 

dan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebagai bukti dari 

gelar Mekah Kecik yang diberikan adalah bahwa hampir seluruh 

masyarakatnya, baik yang masih muda dan juga tidak menutup 

kemungkinan yang sudah menikah, mereka berlomba-lomba menuntut 

ilmu agama di berbagai pelosok, baik perguruan keagamaan atau pun 

tempat menuntut ilmu lainnya. Seperti Jambi, Padang, Bukit Tingi, Jawa, 

Aceh dan bahkan Malaysia. Adapun agama yang dianut masyarakat desa 

Bedaro adalah mayoritas Islam.
38

 

Table. VII. Agama Desa Bedaro
39

 

Agama/kepercayaan Desa Bedaro 

No Agama Laki-laki Perempuan 

1. Islam 100% 100% 

2. Katolik - - 
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3. Hindu - - 

4. Kristen - - 

  

C. Aspek  pemerintahan 

Desa Bedaro kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten bungo terdiri 

dari beberapa kampung diantaranya kampung bedaro ilir, kampung bedaro ulu, 

kampung bedaro seberang, pasar desa bedaro, kampung pasir bulan dan 

kampung panti. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala 

Desa adalah sebagai berikut: 
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Tabel.iII 

Silsilah kepemimpinan Desa Bedaro
40

 

No Nama  Perkiraan Tahun Menjabat 

1. Safi’I  Awal 1950an  

2. H. Abdul Gaini 1956-1961 

3. H. Makhtar 1961-1966 

4. H. Mahmud 1966-1969 

5. Said Tuk Gah 1969-1971 

6. H.A.Bakar 1971-1974 

7. Samsul Bahri Suli 1974-1979 

8. Mansyur  1979-1983 

9. H.Idris 1983-1984 

10. M. Daud AB/Kepala desa 1 1984-1985 

11. Jakfar KS./Kepala Desa 2 1985-1988 melanjutkan jabatan 

sebelumnya 

12. Suhaili /Kepala Desa 1985-1988 

13. Suhaili/Kepala Desa 1988-2000 

14. Khudri Abbas/Kepala Desa 2000-2008 

15. Mukhtar  2008-2014 dilanjutkan oleh Pjs-Pjs 

16. M Thohirin AK 2016-Sekarang 
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BABiV 

HASIL PENELITIAN  

Kepala Desa 

M.THOHIRIN AK 

 

Kasi Pemerintahan 

SAHRON NAJA 

S.Pd.I 

Kepala 

Kampung 

Panti 

ROSIDI 
 

SekDus 

ZULAMRI 

Staf 

AL ADIAT 

Staf 

M SUBHAN 

Staf 

LIA AMRINA 

S.Pd.I 

Kaur Umum dan 

Perencanan 

ROSMAIINI 

S.Kom 
 

Kaur Keuangan 

ISNAIINI S.Pd 

Kepala 

Kampung 

Bedaro Ilir 

TOBRI 

Kepala 

Kampung 

Bedaro 

Ulu 

M. DAUD 
 

Kepala Kampung 

Bedaro 

Seberang 

SEHON 

Kepala Kampung 

Desa Bedaro 

MUHAMMAD 

SAIHON 

Kepala 

Kampung 

Pasir Baru 

Bulan 

HM. SAUFI 

Kasi Kesejahteraan dan 

pelayanan 

HERI S.Pd.I 
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BAB IV 

PERCERAIAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM DAN  UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG 

PERKAWINAN STUDI DI DESA BEDARO KECAMATAN MUKO MUKO 

BATIN VII KABUPATEN BUNGO 

 

A. Faktor penyebab perceraian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat 

desa bedaro 

Perceraian di sepihak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedaro, tidak 

lepas dari tradisi dan kebiasaan yang telah berlaku sampai sekarang, 

diantaranya yang menjadi penyebab masyarakat melakukan perceraian di 

bawah tangan adalah: 

1. Masyarakat kurang memahami betul makna yang terkandung dalam 

Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 39 ayat 1 bahwa 

Undang-Undang iini dibuat untuk melindungi hak mantan iistri dan anak, 

bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perceraian melainkan kepastian 

hukum dari perceraian tersebut. 
41

Kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut menyebabkan 

perceraian sepihak (di luar pengadilan) masih saja dilakukan sampai 

sekarang. Adapun alasan yang membuat masyarakat masih tetap melakukan 

perceraian di bawah tangan adalah percereraian sah jika memenuhi rukun 

dan syaratnya. Rukun perceraian ada tiga perkara yaitu: 

1. Suami yang mukallaf 
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2. Yang di talakkan adalah iistri sah 

3. Adanya lafadz yang diucap, baik itu menggunakan kata yang jelas atau 

pun menggunakan bahasa kiasan.  

2. Proses perceraian di Pengadilan Agama lebih sulit di bandingkan proses 

perceraian di bawah tangan. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan 

Agama membutuhkan tahap dan proses yang harus di lalui. Sedangkan 

perceraian di luar Pengadilan Agama apa bila diucapakan kalimat yang 

mengandung makna perceraian maka pada waktu itu juga perceraian sudah 

sah menurut hukum Islam.
42

 

3. Perceraian di luar Pengadilan Agama sudah menjadi kebiasaan, sehingga 

membuat masyarakat yang ingin bercerai mengikuti cara yang sudah di 

anggap lumrah dan biasa tersebut.
43

 

4. Keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang masyarakat miliki membuat 

perceraian di bawah tangan masih saja dilakukan sampai sekarang. 

Kebiasaan iini sulit di hapus karena mereka mengikuti dan terus mengikuti 

sehingga pada akhirnya perceraian semacam iini bukan hal yang baru. 

Semakin banyak yang melakukan perceraian sepihak semakin sulit untuk 

mengubahnya lagi
44

. 

5. Masalah ekonomi, dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan jika mau 

megajukan perceraian di Pengadilan Agama, membuat masyarakat yang 
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memiliki ekonomi pas-pasan tidak sanggup membayar biaya persidangan. 

Hal iini lah yang membuat perceraian di luar Pengadilan Agama banyak di 

lakukan oleh masyarakat terkhususnya di Desa Bedaro
45

 

6. Masalah pribadi yang ditutupi. Karena setiap perceraian yang terjadi tidak 

lepas dari masalah-masalah yang tidak bisa diatasi lagi. Dan mereka 

mengambil jalan terkahir yaitu perceraian 

Sholihan selaku masyarakat desa bedaro mengatakan, bahwa masyarakat 

Desa Bedaro hampir seluruhnya melakukan perceraian dibawah tangan dan 

rata-rata masyarakat sudah tau bahwa Peraturan Pemerintah perceraian yang 

sah dan memiliki kekuatan hukum hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan. Hanya saja untuk mengurus urusan itu membutuhkan waktu yang 

lama dan juga membutuhkan biaya. Makanya perceraian sepihak sampai detik 

iini masih saja dilakukan dan masyarakat beranggapan perceraian yang 

disepakati kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak pengadilan menurut 

agama sah.
46

 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa alasan 

yang membuat masyarakat memilih untuk melakukan perceraian sepihak 

karena memang percerain yang dilakukan di pengadilan membutuhkan biaya 

dan waktu. Dan waktu untuk mengurus perceraian bukan sebentar dan 

berlangsung cukup lama. Proses demi proses harus dilalui agar perceraian 

dikabulkan oleh Pengadilan Agama, belum lagi mediasi yang bukan hanya satu 
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kali saja.
47

 Makanya membuat masyarakat enggan untuk mengurus perceraian 

di Pengadilan Agama serta masyarakat berpegang teguh pada pendapat Jumhur 

Ulama’ yang memberikan penjelasan tentang hukum perceraian, diantaranya 

adalah:
48

 

1. Perceraian hukumnya makruh bila masih dapat dicegah. Kalau diperkirakan 

tak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri serta masih ada 

harapan untuk mendamaikannya.  

2. Perceraian hukumnya wajib dalam kasus syiqaq. Karena perceraian tersebut 

bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami iistri dan 

masing- masing telah sepakat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya 

untuk menyelesaikan konflik tersebut. 

3. Perceraian hukumnya haram, jika perceraian dilakukan bukan karena 

adanya tuntunan yang dapat dibenarkan. Karena ditakutkan 

haliiniakanmembawa mudharat bagi sang suami dan juga sang iistri serta 

tidak memberikan kebaikan pada keduanya. 

4. Perceraian hukumnya mubah, jika perceraian terjadi akan mengancam 

salah-satu pihak , baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak iistri 

5. Perceraian itu hukumnya sunnah, jika dilakukan terhadap iistri yang berbuat 

zhalim kepada hak-hak Allah yang diembannya, seperti shalat dan 

kewajiban-kewajiban lainnya, yang mana berbagai cara telah dilakukan sang 

suami untuk menyadari iistrinya, namun iistri tidak mau mengikuti dan tetap 

saja tidak berubah. 
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Dari pendapat para ulama’ di atas, itulah yang menjadi faktor penyebab 

maraknya terjadi perceraian sepihak, karena jika perceraian tidak dilakukan 

pada waktu itu juga akan membawa mudhorat dan masalah pada salah satu 

pihak tersebut. 

Syaiful sebagai pelaku perceraian sepihak juga menjelaskan, bahwa 

sepanjang pengetahuan yang ia ketahui, masyarakat tidak ada yang mengurus 

perceraian di Pengadilan Agama. Karena kurangnya pemahaman masyarakat 

dalam proses perceraian di depan pengadilan agama makanya masyarakat 

sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah lazim dilakukan iini.  

Dan untuk masalah nafkah anak, pihak perempuan tidak terlalu menuntut 

mantan suami untuk menafkahi, jika mantan suami mau menafkahi 

Alhamdulillah dan jika mantan suami tersebut tidak mau menafkahi maka 

pihak perempuan juga menerima dengan lapang dada tanpa menuntut hak anak 

tersebut.
49

 

Perceraian yang marak terjadi di Desa Bedaro kecamatan Muko-Muko 

Bathin VII Kabupaten Bungo adalah perceraian yang menjunjung tinggi norma 

agama. Mereka mementingkan aturan agama dibandingkan kepastian hukum 

yang dibuat pemerintah.Jika menurut agama perceraian yang dilakukan mereka 

sah kenapa harus repot-repot lagi untuk mengurusnya di pengadilan agama. 

Ada beberapa lafaz  perceraian yang dipakai suami jika menceraikan istrinya, 

antara lain: 
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a. Sarih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang 

dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan seperti suami 

mengucapkan kata “engkau tertalak” atau “saya ceraiakkan engkau”. 

Kalimat yang sarih (terang) ini ketika diucapkan langsung oleh suami maka 

si istri paham kerena kalimat ini udah jelas dan tidak membingungkan 

b. Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartiakn 

untuk perceraian nikah atau lain, seperti suami mengatakan “pulanglah 

engkau kerumah keluargamu” atau “pergilah dari sini” dan sebagainya. 

Kalimat seperti ini tergantung pada niat, kalau tidak diniatkan untuk 

perceraian nikah, maka tidaklah jatuh hukum talak. Tapi jika diniatkan 

untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.
50

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami jika salah-satu cara di atas dilakukan 

oleh suami terhadap iistri untuk menceraikan baik itu secara sarih (terang) 

maupun kinayah (sindiran), maka perceraian sudah sah menurut agama 

walaupun menurut hukum perundang-undangan belum sah dan harus malui 

tahap mediasi terlebih dahulu. 

Di samping itu, perceraian sepihak juga terjadi akibat terlalu banyak nya 

masyarakat yang bercerai sehingga mengakibatkan mereka enggan untuk 

melakukan perceraian di pengadilan agama yang dianggap hanya menyulitkan 

dan mempersempit angka perceraian saja. 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada banyak terdapat pelaku 

perceraian dibawah tangan yang terjadi di Desa Bedaro, namun disini peneliti 
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cantumkan beberapa informan yang dijadikan objek penelitian yang kiranya 

perlu peneliti cantumkan dalam penelitian iini 

Mashadi adalah salah satu masyarakat yang melakukan perceraian  sepihak 

mengatakan bahwa masyarakat terkhususnya dia bukan tidak mau mentaati 

aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hanya saja karena keterbatasan ilmu 

dan pemahaman yang dimiliki olehnya membuat dia melakukan prilaku yang 

malanggar hukum.
51

 

Cara supaya masyarakat taat akan hukum adalah memberikan pengarahan 

dan penyuluhan dalam bidang hukum. Dan jika suatu hukum telah ditetapkan 

maka harus ada sanksi yang jelas agar membuat masyarakat enggan untuk 

melakukan prilaku yang menyimpang dari hukum. 

B. Hukum perceraian sepihak menurut Hukum Islam.  

Beberapa ahli fikih berbeda pendapat tentang perceraian.Menurut mereka 

perceraian tidak harus dilakukan di pengadilan dan sampai hari iini perceraian 

di luar pengadilan agama masih saja terjadi dengan landasan pendapat para ahli 

fikih
52

.  Adapun dalil yang membolehkan perceraian adalah sebagai berikut: 

حٰهِ ۖ فَامِْسَاك ٌۢ بمَِعْشُوْفٍ اوَْ حَسْشِيْح ٌۢ باِحِْسَانٍ   اىَطَّلََقُ مَشَّ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) 

menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.
53

 

 

ةَ  حِهِهَّ وَاحَْصُىا اىْعِذَّ ءَ فَطيَِّقىُُْهَُّ ىِعِذَّ   يٰ ايَُّهاَ اىىَّبيُِّ ارَِا طيََّقْخمُُ اىىِّسَاٰۤ
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Artinya: Hai Nabi apabila kamu menceraikan iistri-istrimu maka    

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar)
54

.  

Ayat di atas menjadi pegangan bagi masyarakat untuk melakukan 

perceraian, karena ayat di atas tersebut menjelaskan boleh menceraikan iistri 

asal dengan cara yang baik. Karena zaman sebelum Islam datang perempuan 

sangat hina dan tidak m  emiliki harga diri dan bahkan perempuan banyak 

dibunuh karena takut membawa aib bagi keluarganya. 

Berbeda dengan anak laki-laki yang begitu diharapkan dan disanjung-

sanjung olah masyarakat jahiliyah zaman dahulu.Begitu pula dalam 

perkawinan, perempuan dijadikan oleh kaum laki-laki barang yang dapat 

dipertukar tanpa adanya akad yang jelas.Islam datang dengan membawa 

banyak keuntungan bagi para wanita dan bahkan Islam juga mengajarkan 

bahwa ketika mau menikahi wanita harus ada akad yang jelas, adanya mahar 

sebegai penghormatan bagi kaum wanita, dan bahkan harus disertai dengan 

wali.Untuk menjaga kelanggengan rumah tangga Lembaga Perkawinan pun 

akhirnya membuat prosedur perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah 

menceraikan iistrinya.  

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 39 ayat 1 

yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
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mendamaikan kedua belah pihak.
55

Dalam pasal iini udah jelas disebutkan 

bahwa perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Namun realita yang 

terjadi di Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo 

perceraian dilakukan bukan di lembaga pengadilan melainkan kesepakatan 

antara kedua belah pihak untuk mengakhiri pernikahan mereka. 

Menurut hukum Islam, pensyariatan cerai (talak) bersumber dari Al-qur’an 

dan Al-hadits sehingga selama perceraian itu telah memenuhi rukun dan syarat 

yang telah ditetapkan maka perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian dalam 

hukum islam dapat terjadi dengan segala cara diantaranya: 

1. Perceraian dengan kata-kata 

Adakalanya kata-kata yang digunakan itu terus terang tetapi 

adakalanya kata-kata yang digunakan itu mengandung makna sindiran. 

Yang dimaksud dengan kata-kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah 

dipahami contohnya “saya talak engakau” atau dengan kata lain yang di 

ambil dari kata talak. Sedangkan kata sindiran adalah kata yang diucapkan 

bukan dari kata talak tetapi dari kata lain yang tersirat makna talak. 

Contohnya “engkau terpisah” atau dengan kata lain “perkaramu ada di 

tanganmu sendiri” 

2. Perceraian dengan surat 

Perceraian dengan menggunakan surat dapat dijatuhkan sekalipun 

yang menulisnya mampu berkata-kata. Kata suami boleh mentalak istrinya 

dengan lafadz (ucapan), ia pun bisa mentalak melalui surat dengan syarat 
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suratnya itu jelas dan terang. Contohnya “wahai Fulanah! Engkau saya 

ceraikan”. 

3. Isyarat orang bisu. 

Isyarat orang bisu merupakan alat menjelaskan maksud hatinya 

kepada orang lain. Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya 

dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang 

bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami istri. 

4. Mengirim seorang utusan. 

Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk 

menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat yang lain bahwa ia 

telah ditalak. Dalam hal ini, utusan bertindak sebagai orang yang mentalak 

Karena itu talaknya dianggap sah. 

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang telah penulis jabarkan 

sebelumnya, maka Undang-Undang ini belum berjalan sebagaimana 

mestinya.Karena masih banyak ada kendala dan penghambat yang membuat 

masyarakat masih belum mengikuti aturan-aturan perundang-undangan yang 

berlaku. Salah satunya masyarakat terlalu berpegang teguh pada satu pedoman 

yang mereka anggap lebih mudah dan lebih simple tanpa memandang pada 

pedoman dan aturan lain yang lebih mementingkan kemaslahatan dan 

kesejahteraan rakyat. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Perkawinan No 16 

Tahun 2019 terkhususnya pasal 39 ayat 1 untuk melindungi hak-hak mantan 

istri dan anak, karena banyak terjadi permasalahan-permasalahan setelah 

perceraian atau permasalahan nafkah anak yang banyak diremehkan ataupun 
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disepelekan oleh kaum laki-laki. Suatu hukum akan berjalan dengan efektif 

jika pengguna hukum itu sendiri menjalan hukum sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan. Tapi kebanyakan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari 

aturan dan sering dilakukan banyak dicontohkan oleh generas-generasi 

berikutnya, karena mereka berpikir orangtua terdahulu sering melakukan itu 

dan akhirnya menjadi contoh yang buruk bagi generasi seterusnya. Jika hal iini 

dilakukan terus menerus kapan hukum akan berjalan seperti yang telah 

dirancang oleh pemerintah. 

Sedangkan menurut teori kesadaran hukum, Hukum adalah aturan yang 

harus ditaati oleh masyarakat atau pelaku hukum itu sendiri.Kesadaran hukum 

adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar 

untuk tunduk pada hukum yang berlaku.
56

 Jika kesadaran hukum sudah 

melekat pada diri seseorang, maka kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari 

aturan hukum tidak akan terjadi. Tapi kenyataan yang terjadi, kesadaran 

masyarakat akan hukum sangatlah tipis, dipandang dari penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan 

aturan yang belaku. Contohnya masalah perceraian, aturan yang berlaku dan 

seharusnya harus ditaati oleh masyarakat adalah jika mau melakukan 

perceraian maka harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Tujuan 

dibuat nya aturan tersebur agar kepastian hukum dan hak-hak mantan iistri dan 

anak terpenuhi.Namun yang terjadi dilapangan terkhususnya di Desa Bedaro 

Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo berbeda.Perceraian 
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sepihak sudah sering dilakukan bahkan bisa dibilang lazim.
57

 Kebiasaan-

kebiasaan yang melanggar aturan hukum masih saja dilakukan, disebabkan 

kurangnya kesadaram masyarakat akan taat hukum. Jika masyarakat taat akan 

hukum dan sadar akan pentingnya mentaati aturan hukum, maka prilaku yang 

menyimpang dari aturan perundang-undangan tidak akan terjadi.  Disamping 

itu, pemahaman akan hukum harus harus dikuasai juga supaya masyarakat 

bukan sekadar mentaati peraturan saja, tetapi memahami tujuan dan maksud 

dari aturan tersebut.  

Kesadaran hukum harus dimulai dari diri sendiri, jangan mengikut-ngikuti 

apa yang orang terdahulu lakukan, karena jika tidak dimulai dari diri kita siapa 

lagi yang akan memulainya. Ciptakan dan contohkan prilaku yang baik agar 

generasi selanjutnya menjadi generasi yang taat hukum. 

C. Upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan percerain 

sepihak  

Perceraian sepihak sering terjadi dikalangan masyarakat yang tidak 

mengerti akan aturan hukum yang berlaku. Bukan hanya itu, pemahaman yang 

kurang akan aturan bisa membuat prilaku yang menyimpang masih saja 

dilakukan secara terus menerus. Pemerintah berupaya untuk meminimalisir 

angka perceraian dengan membuat aturan yang harus masyarakat taati.Namun 

mereka beranggapan aturan yang dibuat pemerintah iini hanya untuk 

mempersulit masyarakat tanpa memikirkan nilai positif yang terkandung di 

dalam aturan tersebut. Contohnya bimbingan pra nikah yang diberikan oleh 
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petugas KUA (Kantor Urusan Agama), bimbingan pra nikah berfungsi untuk 

menciptakan generasi yang siap untuk menghadapi permasalahan-

permasalahan yang akan dihadapi ketika berumah tangga nanti.
58

 Selain itu 

dengan adanya bimbingan pra nikah yang diberikan oleh petugas KUA  

diharapkan bisa membantu masyarakat untuk menciptakan rumah tangga yang 

kokoh yang akan menjadi contoh-contoh yang baik untuk generasi berikutnya. 

Bimbingan pra nikah juga bertujuan untuk memberikan wadah pembelajaran 

bagi calon mempelai, karena dalam bimbingan pra nikah semuanya mereka 

pelajari mulai dari cara mempertahankan rumah tangga, cara mandi dan do’a 

yang dibaca ketika selesai hubungan suami istri, cara bersikap dengan suami 

dan masih banyak lagi pembelajaran yang kita anggap remeh tapi sebenarnya 

kita kurang memahami tentang itu. 

Selain itu, aturan yang telah di tetapkan pemerintah bahwa sebelum 

melakukan perceraian di Pengadilan Agama harus melewati proses mediasi 

yang akan dibimbing langsung oleh mediator. Sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Pasal 4 

ayat 1 yang berbunyi “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan 

termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan 

pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap 

pelaksaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu 

diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan 
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Peraturan Mahkamah Agung.
59

Aturan iini di buat untuk meminimalisir angka 

perceraian yang terjadi, namun bagi masyarakat yang tidak melakukan 

perceraian di Pengadilan Agama mereka menyelesaikan permasalahan mereka 

tanpa menggunakan mediator yang handal sebagai penengah dari permasalahan 

yang mereka hadapi. Ada beberapa lembaga yang mengupayakan agar 

perceraian di luar Pengadilan Agama di hindari oleh masyarakat di antaranya:
60

 

1. Penyuluhan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) 

Penyuluhan yang disampaikan oleh pihak KUA dalam menangaini 

permasalahan perceraian Sepihak bukan lah peran aktif yang bisa 

disampaikan setiap hari bahkan setiap saat. Karena pihak KUA masih 

banyak lagi permasalahan yang harus mereka selesaikan selain 

permasalahan iini.  Pihak KUA bisa memberikan penyuluhan setiap ada 

jadwal penyuluhan nya saja 

2. Peran lembaga adat 

Dalam menangaini masalah perceraian sepihak, lembaga adat dapat 

berperan untuk memiinimalisir dan mengurangi angka perceraian yang 

terjadi baik itu perceraian yang sah di pengadilan agama maupun 

perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama.Dalam hal iini, lembaga 

adat dapat memanggil pihak pelaku perceraian dan menasehatinya. Karena 

sebagai orang yang udah dipercaya oleh masyarakat pasti mempunyai ilmu 

yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lain, untuk itu diperlunya 
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kerja sama antara masyarakat dengan lembaga adat dalam mengatasi 

permasalahan iini. 

3. Peran masyarakat itu sendiri dalam menyadarakan dan menumbuhkan rasa 

taat akan aturan. Ketika kesadaran tumbuh dalam diri masing-masing 

individu maka bisa di pastikan aturan yang di tetapkan akan berfungsi 

sebagaimana semestinya.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil analisis yang peneliti teliti dengan judul perceraian sepihak menurut 

Undang-Undang Perkawinan  No 16 Tahun 2019 revisi dari Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 di desa Bedaro ditinjau dari hukum islam yang peneliti bahas 

di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Masyarakat Desa Bedaro kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten 

Bungo 95 % melakukan percerain sepihak (di luar pengadilan), dengan 

alasan bahwa perceraian sepihak tersebut tidak ribet dan mudah. Jika suami 

mengucapkan “saya talak kamu”, maka pada waktu itu juga perceraian 

sudah sah walaupun menurut hukum perundang-undangan perceraian harus 

diucapkan di depan sidang pengadilan. 

2. Dewasa ini, Perceraian sepihak Tetap berlaku dan telah menjadi kebiasan  

ditengah masyarakat karna adanya beberapa faktor diantaranya ialah, Faktor 

kebiasaan dari orang tua terdahulu sampai sekarang, Karna dinilainya 

Percraian sepihak lebih mudah dibandingkan perceraian di pengadilan yang 

memekan waktu dan biaya, dan tentunya juga tidak bias lepas dari 

kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. 

3. Adapun ditengah masyarkat penomena perceraian sepihak ini bukanlah 

suatu yang aneh karena hampir seluruh dari masyarakat sampai detik ini 

melakukannya dan bahkan telah menyatu dalam ditengah kehidupan 

masyarakat pada umumnya. 
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B. Saran 

1. Rendahnya kesadaran hukum warga Negara Indonesia terkususnya 

masyarakat awam yang berkenaan dengan masalah perceraian yang 

seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama, mengakibatkan kurangnya 

fungsi Pengadilan Agama dalam menangani masalah tersebut. Oleh karena 

itu, diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terkait seperti KUA (Kantor 

Urusan Agama) untuk memberikan arahan serta bimbingan tentang 

prosedur dan tata cara perceraian yang telah di atur dalam Undang-Undang. 

2. Diharapkan juga Para tokoh Masyarakat ataupun Kaum intelektual ditengah 

masyarakat Mengayomi dan memberikan contoh yang sesuai aturan hukum 

yang berlaku guna memberi pengetahuan dan kesaadaran hukum bagi 

masyarakat masyarakatnya. 

3. Diharapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dicantumkan dan 

ditentukan sanksi yang jelas serta tegas terhadap pelaku perceraian sepihak, 

guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan taat hukum. 
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Penutup 

Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah SWT dan dengan bantuan semua 

pihak-pihak yang terkait yang memberikan dukungan, bimbingan serta 

motivasi , maka sampailah penulisan ini pada kata penutup.  

Sebelum penulis mengakhiri penulisan ini, penulis ingin menyampaikan 

jika dalam penulisan ini terdapat kebaikan dan bermanfaat untuk orang banyak, 
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